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KEPUTUSAN GUBERNUR KEPUI*A{JAN BANGKA BELI?UNG

NOMOR : 188.44/ bZt /DrSNAKER/2O18

TEN?ANG

UPAH MINIMUM PROV}NSI KEFUI,AUAN BAHGKA BELITUNG ?AHUN 2A1g

. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELtr?UNG,

Menimbang i a. bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan pasal 4s
Peratura* Pemerintah Nomor T8 Tahun Z01S tentang
Pengupahan, dan Berita Acal.a penetapan Upah
Minimum Dewan Pengupahan provinsi provinsi
Kepulauan Bangka Betritung Nomor:
O03lDepprovlX/2018 Tanggal 29 Okrober 2OLB, periu
menetapkan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Eangka
Belitung Tahun 2O19;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagarmana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentans Upah Minimum Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2Ai9;

L. Undang-Undang Nomor 27 ?ahun 2O0C tentang.
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka tselitung
{Lembaran Negara Republik trndonesia Tahun ZOOO
Nomor 2L7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aO33);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagake{aan {Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a2791;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tghun 2A04 tentang
Perimbangan Keuangan antara P'emerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah {Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nonaor 126, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor. aa38);

4. Undang-Undaag Nomor 23 ?ahun 2Ot4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Peraerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia ?ahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 6579h

Mengingat



b.

6.

7.

8.

l.eraalrafl temerl1ltan I*cmor ,6 I'anr-rrr zur} rcrrEang
Pengupahan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nsmor 237, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 57471;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan ?ransmigrasi Nomor
7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor L2391;

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomsr 18 Tahun z}rc hntang Pembentrrkan Perangkat
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?ahun
2016 Nomor 1 Seri D);

Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun ?OtO tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Ttrgas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung {Berita Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun }AtG Nomor O4 Seri D);

MEMU?USKAN:

Menetapkan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun zOLg sebesar Rp 2.976.7A5,97 (Dua juta
sembilan ratus tujuh puluh enarn ribu tr.liuh ratus lima
rupiah koma sembilan puluh tqjuh sen)

Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam
diktr.rm KESATU merupakan upah bulanan terendah yang
terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap

Perusahaan dapat memberikan upah lebih tingggt dari
upah sebagaimana yang ditetapkan dalam dilrtr:m KESATU.

Perusahaan Wajib memberikan upah minimum
sebagaimana ditetapkan dalam dil'r:tum'KESATU.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggai 1 Januari 2019.
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Tembusan disamPaikan kePada Yth:

1, Menteri Dalam Negeri RI
2. Menteri Ketanagakerjaan RI
3. Ketqa DPRD Frovinsi Kepulauan Bangla Belitung
4. BupatilWalikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
S. 11eia1a n6as KabupatenlKota yaag membidangi Ketenagakerjaan se-Frovinsi Kepulauan Bangka Belitung

6. Ketua APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7. Ketua SPSI Provinsi Kepulauan Bangka Belifung


